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MENTER! KOORDINAT-OR B!DANG KEMARITtrv".AN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTtRI KOORDINATOR BlDANG KEMARITIMAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR O:, TAHUN.2015 

TENTANG 
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN 'KEPANGKATAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINA'fOR B1DANG KEMARITIMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KOORDINATOR BIi DANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. Bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam pengusulan
pengangkatan, pemindahan -dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) -dalam dan dari jabatan fungsional/ jabata□-
Administrator {eselon Ill) ke bawah di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, harus melalui
pertimbangan dari Baclan Pertimbangan Jaba!an dan
Kepangkatan;

b. Bahwa guna kepentingan -dan kelancaran tugas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Sadan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

c. Bahwa berifasarkan pertimbangan ·sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Sadan 
Pertimbangan Jabatan <!an Kepangka!an di lingkungan 
Kementerian :Koo¥tiin ' 

1. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara �epublik Indonesia Tahun 2014
Nomor6);

2. Peraturan ...



( 

Menetapkan 

-2. 'Peraturan Pemerintah Nomor -1.00 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan ·P.egawai Negeri 'Sipil Dalam Jaba:tan 
Struktural (Lembaran Negara Hepublik 1ndonesia Tahun ,2000 
Nomor 197, Tambahan Lernbar..an Negara 'Republik-lndones·ia 
Nomor 4018) sebagaimana ·of:elah -diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahu-n 2002 �i.:embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 
.Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomor 4194); 

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun ,2015 tentang
Kementerian Koor.dinator:BiEiang ·Kema:ritiman;

4, P.eraturan Menteri 1<.oordinator Bidang Kema-ritknan No. 1 
1ahun -2015 tentang Organisasi dan Tata "Kerja Kementerian 
Koor<:iinator Bidang�emaritiman�epubHk Indonesia. 

5. Keputusan Menteri Koordinator Sidang ·Kemaritiman No.
25/Menko/Maritim/X/2015 tentang P.emberian Kuasa
Penandatangan Keputusan 'fen.tang P.engangkatan,
Pemindahan, Pemberhentian, Mutasi Kepegawaian lainnya
Bagi P.egawai Negeri -Sipil -di iingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KOORDINAFOR BIOANG 
KEMARITIMAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN 
DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENT'ERIAN 
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam -Peraturan MeRteri ini yang dimaksud dengan: 

,(1) W.enteri adafah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
,eman 1man; 

(2) Kementerian adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

(3) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut
Baperjakat adalah Badan . .Pertimbangan Jabatan .dan .Kepangkatan di lingkungan
Kementerian;

(4) ·unit Utama adalah Sekretariat KementerianKoordinator, Depuffffidang·KoordiiiiisT
Kedaulatan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa, Deputi
Bidang Koordinasi lnfrastruktur, dan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya
-Manusia, -Jimu -Pengetahuan dan T ekrmlogi, dan Budaya Maritim;



·(5) Pejabat Pembina K-epesawaian adalah Menteri KoordinatorBidang Kemaritiman;

(6) Pejabat yang diberi·kuasa ada\ah pejabat yang diberi koasa ·oleh Pejabat Pembina
Kepegawa!an;

{7) Pegawai Negeri Sip ii yang se!anjutnya disebut PNS ada!ah Pegawai Negeri Sipil di 
1ingkungan i<ement-erian; 

{8) Depuii adalah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Mafitim, Deputi Bidang 
Koordinasi Sumber<laya A1am •dan Jasa, Deputi Sif:!ang J.<oordinasi -ln:frastruktU.r, 
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, llmu P-engetahuan,-dan 1'.eknologi 
dan Budaya Marittm; 

{9) lnspektorat adalah fospektorat di-lLt1gkungan Kememerian. 

Pasal2 

( Baperjakat di lingkungan Kementerian terdiri atas: 
{1) Baperjakat Kementerian; 
{2) 8aperjakat Unit Utama. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN TUGAS 

Pasal 3 
Kedudukan Baperjakat di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam f'asal 
2 adalah sebagai berikut: 
(1) Baperjakat Kementerian berkedudukan di'Sekr.etariat Kemente.rian Koordinator;
(2) Baperjakat Unit Utama berkedudukan di unit ke�a eselon II yang menangani

urusan "kepegawaian Unit Utama masing-masing;

Pasal 4 

( Baperjakat Kementerian mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada 
pejabat pembina kepegawaian <'ialam hal: 
(1) pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan Administrator (eselon Ill) dan

jabatan Pengawas.(eselon IV) lintas Unit Utama;

(2) pengusulan kenaikan pangkat bagi PNS yang mendudu.ki jabatan ·struktura!,
-mentinJukan pr,estas1 i<Eff1a -iuar blasa bait<nya, atau mei1e11mka11 pe11e11ma11 -ba1a
yang bermanfaat bagi negara;



( 

Pasa\ 5 

Baperjakat Unit Utama mempunyai tugas ,pokok memberikan pertimbangan kepada 
,pejabat yang diberi kuasa dalam pengangkatan, .pemindahan, .dan pemberhentian 
dalam <Jan dari jabatan Administrator .{eselon Ill) dan jabatan Pengawas (eselon IV) di 
liflgkungan Unit Utama masing-masing. 

BAB Ill 
-SUSUNANKEANGGOTAAN 

Pasal-6 

{1) "'Susunan keanggotaan--BaperjakatKemeffierian :terdiri atas: 

(2) 

a. Ketua merangkap anggota
b. Anggota
c. Sekr.etaris

Sekretaris 1<.ementerian Koordinator 
: Semua Deputi, dan lnspektur 
: Kepala Bir-0 Umum 

SuSunan keanggotaan Baperjakat Unit Utama terdiri atas: 

a. Ketua merangkap anggota Pejabat Pimpinan Tinggi ,(eselon II) yang 

b.Anggota
c. Sekretaris

membidangi urusan-kepegawaian; 
-Semua pejabat-eselon II; 
Kepala Bagian yang melaksanakan urusan 
dalam bidang kepegawaian pada Unit Utama 
yang bersangkutan 

Pasal 7 

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberi kuasa menunjuk anggota 
Baperjakat yang mempunyai kepangkatan paling tinggi atau yang paling -senior apabila 
1<:etua Baperjakat berhalangan. 

Pasal 8 

{1) Anggota Baperjakat Kementerian ditetapkan o{eh Menteri. 

{2) Anggota -Baperjakat Unit Utama ditetapkan oleh pemimpin Unit Utama masing
masing -untuk dan atas nama M6nteri. 

Pasal 9 

Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk masa keanggotaan berikutnya. 

BABIV ... 



BABIV 
TUGAS DAN TATA KERJA 

Pasal 10 

,(1) 1ugas3.<etua Baperjakat ada�ah sebagai beiikut 

a. memimpin rapatBaperjakat;
b. menyampaikan hasil rapat Baperjakal termasuk pertimbangan kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian atau .pejabat yang diberi kLL�a sebagaimana dimaksud
-dalam Pasal 5;

-c. melakukan ,pengendallan --ser:ta memberikan 'bimbing.an -·dan arahan ·kepada 
Sekretaris Baperjakat; dan 

d. mernberikan tug as lain yangterkait dengan -BaperJakat•kepada Sekr.etaris dan
anggota Baperjakat.

{2) Tugas Anggo!a Baperjakat adalah sebagai berikut: 

(-- a. menghadiri ,,rapat Baperjakat;
b. member�kan pertimbangan dan,saran; dan
c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh l<etua.

{3) Tugas Sekretaris Baperjakat adalah sebagai berikut: 

a. membantu Ketua datam meiaksanakan tugas;
b. mengolah usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari

jabatan struktural sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 4 dan
mengkonsuttasikan hasilnya tepada Ketua;

c. mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang calon pejabat sebagaimana dimaksud
daiam P2sal 4 huruf a tmluk dibahas dalam rapat Bape�aka!;

d. meminta data -Oan/atau informasi tambahan dari pejabat atau -sumber lain yang
ter'Kait apabila dipandang perlu untuk me1engkapi data yang-sudah ada;

e. menyajikan bahan rapat Baperjakat;
f. membuat rancangan laporan hasil rapat Baperjakat; dan
g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 11 

(1) Rapa! Baperjakat dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai keperluan;

{2) Rapa! Baperjakal harus dihadiri oleh Pejabal Tinggi Pratama {Eselon II) yang 
membidangi kepegawaian Kementerian, dan ·lnspektur; 

{3) lnspektur 11i:e:11be1ik.at1 pe1lititba11gan dan sareft scsuei-lmwenanganny.a; 

(4) Rapat Baperjakat sah apabila dihadiri lebih dari 50% dari seluruh anggota;

(5) Keputusan rapat ditetapkan dengan cara musyawarah unluk mufakat dan apabila
lid.a.I< tercapai kesepakatan, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara
terbanyak;

· · · ·· ·· · ·· · 

(6) 
. - - --•-'- -��--._. __ ,, ___ ,.,,_ ··-· ' - • •  �- -

-- .,_,,,. 

Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Baperjakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ... 



( 

( 

BABV 
BIAYA 

Pasal13 

Biaya yang timbul akibatpeiaksanaan tugas Baperja!--�-dibebankan kepada -daftar isian 
pelaksanaan anggaran .Kemen..terian. 

BABVI 
PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Menteri ini mu{ai berlaku-pada ·tanggal dkmdangkan. 

Agar·setiap orang mengetahuinya, memerintahkan _pengundangan Peraturan -Menteri ini 
dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal ;2 I Desember-2015 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
KEMARITIMAN REPUBUK INDONES!A, 

� f�\1' 
R!ZALRAMU 

�EM13ARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARUN2016 NOMOR ················ 
---··--""' . .,. _, __ ,, ____ .,. · ... , �---"•---- .... -


